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Abstrak : Perwujudan reformasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai  
upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-
undangan dan pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga 
peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Sedangkan karakter 
produk hukum sangat ditentukan oleh visi politik yang berkembang 
dimasyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, semakin responsif dan 
aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan sebaliknya.  
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PENDAHULUAN 
Ketika orde baru tumbang pada tanggal 21 Mei 1998 karena di landa 
gerakan gelombang gerakan reformasi, muncullah gagasan tentang 
masyarakat baru yang ingin di wujudkan  melalui  reformasi total di segala 
bidang kehidupan, yaitu masyarakat madani, masyarakat terbuka atau 
masyarakat transparansi, sebagai istilah pengganti untuk “ civil sociaty “ 
dengan paradigma baru pula  yang lebih bernuansa demokrasi, keadilan 
sosial, penghormatan atas harkat dan martabat manusia (Mukthie Fadjar, 
2003:7). Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” 
yang bekerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai tujuan “ 
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tujuan negara atau “cita-cita” masyarakat indonesia. (Moh. Mahfud. MD, 
2006:17). 
Negara hukum yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi dan 
keadilan sosial dalam suatu masyarakat indonesia yang bersatu 
nampaknya merupakan aspirasi dari para pendiri negara Republik 
Indonesia (Abdul Hakim G. Nusantara, 1988:11). Paham negara hukum 
berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus di jalangkan atas 
dasar hukum yang baik dan adil. (Sirajuddin dan Zulkarnain, 2006:1) 
Negara hukum (rechtstaat) yang dianut Indonesia, secara eksplisit 
kini telah dimuat dalam batang tubuh perubahan keempat Undang-undang 
Dasar 1945. Kedudukan hukumnya menjadi jelas, tegas dan memiliki 
kekuatan imperatif, karena tidak lagi dimuat dalam bab penjelasan seperti 
halnya dalam Undang-undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dianut 
paham negara hukum, adalah keharusan untuk mewujudkan adanya 
kemandirian badan peradilan/hakim (independenc of judiciary), dan dalam 
sistem peradilan di Indonesia, hal tersebut telah diakomodasikan ke dalam 
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, suatu kekuasaan yang bebas dari pengaruh 
apapun (Absar Kartabrata 2009). 
Meskipun antara konsep “rechsstaat” dengan “the rule of law” 
mempunyai perbedaan  latar belakang, tetapi pada dasarnya keduanya 
berkenaan dengan perlindungan atas hak-hak  kebebasan sipil  warga 
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negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang kekuasaan negara, 
sehingga dalam perkembangannya dan akutualisasinya  nyaris tidak 
relevan untuk di bedakan, elemen-elemen esensial “rechsstaat”  yang 
direkomendasikan F.J Stahl; hak-hak dasar, pembagian kekuasaan  
pemerintah berdasar  UU (asas legalitas), dan pengawasan peradilan  
(termasuk peradilan administrasi), sedangkan elemen-elemen  “the rule of 
law” yang di rekomendasikan oleh A. V. Dicey : supermacy of law, equality 
before the law, and constitution based of human rights, yang menunjukkan 
similaritasnya, baik konsep rule of law memperoleh  nafas baru, sehingga 
HAM tidak hanya menyangkut hak-hak sipil, tetapi juga hak-hak politik, 
ekonomi,sosial dan kultur (Mukthie Fadjar, 2003:9). 
Namun Demikian Era reformasi ini, yang dianggap sebagai era 
transisi, semestinya para hakim berperan aktif mewujudkan keadilan di 
masa transisi. Dalam era transisi semacam ini, Ruti G. Teitel dalam 
bukunya Transitional Justice (2000), menyebutkan bahwa keadilan yang 
diutamakan adalah penghukuman kejahatan (keadilan kriminal), 
pembongkaran sejarah (keadilan historis), pengutamaan penghormatan 
terhadap korban (keadilan reparatoris), pembenahan sistem 
penyelenggaraan negara (keadilan administratif), dan perombakan 
konstitusi (keadilan konstitusional). Keadilan inilah yang disebut Teitel 
sebagai keadilan progresif, yang tentu saja ditegakkan di atas prinsip rule 
of law. 
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Kenyataannya, para hakim di Indonesia tidak menggunakan palunya 
untuk menghukum pelaku kejahatan. Sebaliknya, memberikan kebebasan 
kepada koruptor, membebaskan penjahat hak asasi manusia, dan 
menunjukkan keberpihakan pada penguasa. Selain itu, di tengah agenda 
menciptakan pengadilan yang bersih, hakim tidak menunjukkan niatnya 
untuk memberantas mafia peradilan. Sebaliknya, mereka semakin 
melibatkan diri dalam mafia peradilan itu. Putusan yang dijatuhkan 
tergantung pada berapa harga yang ditawarkan kepadanya. Dengan kata 
lain, putusan pengadilan telah ditransaksikan.  Lebih jauh lagi, melalui 
putusan- putusannya, hakim tidak menunjukkan peran sebagai penegak 
prinsip rule of law. Sebaliknya, hakim malah semakin telanjang dalam 
menyelewengkan hukum itu sendiri. Para hakim tidak berperan aktif 
memperbaiki hukum, tapi malah berperan aktif menciptakan kebobrokan 
hukum (Satjipto Rahardjo, Kompas, 19 Juli 1999) 
Kondisi tersebut sebagaimana sudah diungkapkan diatas, diperparah 
lagi dengan lemahnya konsep penegakan hukum , karena tidak ada 
singkronisasi antara para penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, maupun 
hakim. Masing-masing instansi penegak hukum merasa berkuasa dan 
mandiri sehingga terjadilah kompartemensi  yang mengakibatkan bukan 
saja hapusnya singkronisasi dan keterpaduan (Adnan Buyung Nasution, 
2007:36) 
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Reformasi peradilan, adalah bagian dari reformasi kehidupan 
ketatanegaraan sebagai hasil dari gerakan moral dan perlawanan rakyat 
terhadap praktek penyelewengan dalam penyelenggaraan negara 
khususnya oleh penguasa Orde Baru. Ciri pokok dari kekuasaan Orde 
Baru adalah dijalankannya kekuasaan negara secara sentralistik, otoriter, 
anti demokrasi, dan perekayasaan secara ketat terhadap semua lembaga 
negara, termasuk peradilan, partai politik dan organisasi masyarakat. 
Kuatnya mentalitas korup, ketiadaan kontrol masyarakat, lumpuhnya 
penegakan hukum, telah menjadikan peradilan sebagai alat kekuasaan. 
Alih-alih proses peradilan dijalankan di atas landasan moral dan 
transparan, yang terjadi adalah praktik “judicial corruption” dan 
berpihaknya proses peradilan untuk berpihak membela kepentingan 
penguasa korup ketika itu. 
Memasuki babakan baru setelah reformasi tahun 1999, semua 
tatanan kehidupan politik, sosial dan ekonomi harus diletakkan dalam 
paradigma baru. Yaitu yang mendasarkan pada cita-cita kemerdekaan 
sebagaimana Pembukaan UUD 1945 dengan memperhatikan dan 
merespon tuntutan keadilan sosial, hukum, politik, ekonomi dan 
keamanan. Hal ini penting, mengingat sejumlah besar rakyat Indonesia 
belum memperoleh tetesan keadilan sosial politik, ekonomi dan hukum. 
Dalam konteks inilah, lembaga peradilan memiliki posisi dan wewenang 
yang amat penting dan strategis. Yaitu melalui putusannya, hakim dapat 
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melakukan transformasi dan reformasi peradilan. Transformasi dan 
reformasi peradilan merupakan agenda untuk secara konseptual, sistemik 
dan berkesinambungan (sustainable) melakukan proses-proses 
perubahan fundamental atas berbagai kondisi internal pengadilan. Di 
antaranya mencakup aspek kualitas moralitas, integritas dan 
intelektualitas hakim, selain sistem dan budaya birokrasi pengadilan serta 
kepemimpinan di dalamnya (M. Busryro Muqoddas, 2006:3) 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Konsep Negara Hukum 
Penggunan istilah negara hukum seringkali dilatar belakangi oleh 
pengaruh-pengaruh baik internal maupun ekstenal yang berkembang 
pada saat itu, tidak terkecuali negara hukum dalam pandangan Indonesia, 
menurut A.V. Dicey negara hukum sering kali diikuti oleh rule of law atau 
pemerintahan oleh hukum yang merupakan asas fundamental dalam 
konstitusi, dengan demikian permaknaan negara hukum dalam padangan 
yang demikian meletakan negara yang harus patuh dan taat kepada 
keutamaan yang mutlak dari hukum, dimana harus adanya jaminan bagi 
semua warga negara di negara.  Menurut beliau pemerintahan yang 
dibawah kedaulatan hukum (rule of law) harus mengandung unsur-unsur 
penting yaitu, Supremacy Of Law, Equality Before The Law dan 
Constitution Based On Individual Right (Dahlan Thaib, 2000:24). 
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Konsep negara hukum yang merupakan antitesa dari negara 
kekuasaan, dimana kekuasaan absolut berada ditangan penguasa, 
menjadi pilihan yang paling rasional di jaman modern ini, dimana 
kekuasaan penguasa harus dibatasi oleh konstitusi atau Undang-undang 
Dasar, dimana konstitusi menjadi rujukan utama bagi penyelenggaraan 
kekuasaan negara. Istilah konstitusi telah dikenal sejak jaman Yunani 
kuno, hal ini dapat di lihat dari pandangan Aristoteles yang membedakan 
antara Politiea dengan Nomoi yang menurut beliau Politiea adalah 
konstitusi sementara Nomoi beliau artikan sebagai Undang-Undang (Abu 
Daut Busro, 2001:88). Sedangkan menurut Hans Kelsen menyatakan 
bahwa konstitusi negara biasa juga disebut sebagai “Hukum 
Fundamental” negara yaitu dasar dari hukum nasional.  Soedjatmoko 
dalam sidang konstituate sebagaimana yang dikutip oleh Sumali 
menyatakan bahwa fungsi sebuah UUD adalah 1) menetapkan batas-
batas kekuasaan negara terhadap warga negaranya dan hak-hak warga 
negara terhadap negara, 2) untuk menetapkan struktur organisasi negara, 
3) untuk menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh negara 
sebagai lembaga (Sumali, 2002:20). 
Pembatasaan kekuasaan merupakan corak umum materi 
konstitusi, yang merupakan bagian penting dalam doktrin negara hukum. 
Friedrich sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie mendifinisikan 
konstitusi sebagai “an institusionalised system effective, rugularised 
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restraints upon government action” (suatu sistem yang terlembagakan, 
menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-
tindakan pemerintah), dalam pengertian yang demikian persoalan yang di 
anggap terpenting adalah pengaturan mengenai pengawasan atau 
pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah (Jimly Asshiddiqie, 
2004:18). Menurut John Locke dalam karyanya “Two treaties of 
government” sebagaimana yang dikutip oleh Sumali menyatakan bahwa 
kekuasaan di bagi atas tiga bagian yaitu Legislative power (kekuasaan 
membuat Undang-Undang), Executive Power (Kekuasaan melaksanakan 
Undang-undang) dan Federative Power (kekuasaan untuk melakukan 
hubungan diplomatik dengan negara asing) agar berbeda dengan Locke, 
Montesqiue menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi 
menjadi, 1) kekuasaan legislatif (Le pouvoir legislatif), 2) kekuasaan 
eksekutif (le pouvvoir executif), 3) kekuasaan Yudikatif (le pouvvoir 
yudikatif) (Ramdlong Naning, 1983:65). 
Sejarah mencatat bahwa sepanjang perjalanan sejarah penerapan 
UUD 1945 tersebut telah menampilkan dominasi  rezim  berkuasa yang 
diiringi lemahnya kesadaran masyarakat kewarganegaraan (Mukthie 
Fadjar, 2003:45). Perubahan pertama UUD 1945 oleh sidang MPR 1999 
atas 9 Pasal UUD memang jelas benar paradigmanya, meskipun harus di 
akui bahwa hal itu sudah merupakan kemajuan bagi deskralisasi  UUD 
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1945, tetapi tanpa paradigma  yang jelas dan disepakati, maka perubahan  
tersebut hanya besifat sebagai tambal sulam (Mukthie Fadjar, 2003:47).   
Dua presiden kita yang bekerja di bawah sistem UUD 1945 
Soekarno Dan Sueharto, juga terpaksa diturunkan melalui semacam 
“operasi  Caesar” karena tanpa ada halangan dari sistem UUD  1945 itu 
sendiri presiden  dengan mudah dapat menjadikan dirinya sebagai 
presiden yang otoriter dan praktis memegang kekuasaan mutlak. Baik 
Suekarno maupun Sueharto yang sama memaksakan UUD 1945 ternyata 
telah mengakumulasikan dirinya secara besar-besaran  dengan 
menggunakan landasan UUD 1945 itu sendiri.  Meskipun secara prinsip 
UUD 1945 menganut demokrasi namun UUD ini tidak membentuk pagar-
pagar pengaman yang kuat untuk membatasi kekuasaan agar demokrasi 
bisa terbangun (Moh. Mahfud. MD, 2003:140). 
Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Pertama, 
Kedua, Ketiga dan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 berubah secara 
signifikan, bahkan dalam batas tertentu sangat radikal. Perubahan ini 
meliputi semua cabang kekuasaan baik kekuasaan legislatif (legislative 
power/pembuat undang-undang), kekuasaan Eksekutif (Executive 
power/pelaksana undang-undang) maupun kekuasaan yudikatif (judicial 
power/kekuasaan kehakiman ), tujuan perubahan UUD 1945 tersebut 
adalah menyempurnakan atau melangkapi aturan dasar sebelumnya 
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(UUD 1945 pra- amandemen ) yang dirasakan masih jauh dari sempurna 
(A. Ahsin Thohari, 2004:1). 
Dorongan memperbarui  atau mengubah UUD 1945 Didasarkan pula 
pada kenyataan bahwa UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi  
dalam pelaksanaannya tidak beerjalan sesuai dengan staatsidee 
mewujudkan negara berdasarkan konstitusi, seperti tegaknya tatanan 
demokrasi, negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal 
seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta 
keadilan  sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hal ini terjadi adalah 
etatisme, otoritarisme, atau kedikatatoran yang menggunakan UUD 1945 
sebagai sandaran (Ni Matul Huda, 2006:142). 
Sejak tahun 1998, orde politik yang disebut reformasi bertolak 
belakang dengan watak orde sebelumnya. Jika sebelumnya otoriter dan 
tertutup, orde 1998 mengedepankan akuntabilitas publik dan keterbukaan 
(transparancy). Perubahan besar itu amat berpengaruh terhadap 
penegakan hukum atau cara bangsa ini berhukum.  Ibarat kotak yang 
tertutup rapat lalu dibuka, isinya berhamburan seraya mengibarkan panji-
panji demokrasi rakyat, berani merangsek maju, mendobrak pintu 
kekuasaan yang sebelumnya angker, apakah itu pemerintah, kejaksaan, 
pengadilan, atau lainnya. Demokratisasi dalam hukum melahirkan 
lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Yudisial, Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, dan banyak komisi 
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lainnya. Kekuasaan yang semula terpusat mulai didelegasikan ke daerah 
lewat legislasi otonomi daerah yang menimbulkan banyak masalah.  
Kita tidak bisa melewatkan realitas perubahan politik ini karena 
berdampak pada pekerjaan hukum. Kini pekerjaan hukum harus dapat 
berdiri sendiri secara otentik karena tidak ada lagi kekuasaan dan 
kekuatan hegemonial yang mendukungnya. Hakim, jaksa legislator, 
menjadi bulan-bulanan rakyat atas nama demokrasi, akuntabilitas, dan 
transparansi. Siapa saja, kapan saja, dapat tampil di hadapan Mahkamah 
Konstitusi untuk menggugat produk-produk legislatif.  Dalam 
kenyataannya, banyak produk yang dimatikan. Kadang kesalahan 
dilemparkan ke lembaga legislatif sebagai kurang memiliki kemampuan 
membuat undang-undang. Kini segalanya terbuka untuk dilihat dan 
digugat. Kejaksaan dan pengadilan tidak "tiba-tiba" bekerja buruk, tetapi 
sudah puluhan tahun. Orde politik yang prodemokrasi, civil society, 
akuntabilitas, dan transparansi kekuasaan publik melahirkan cara 
berhukum yang berbeda daripada masa sebelumnya. Keadaan atau 
atmosfer yang demikian itu menjadikan para pelaku kekuasaan publik 
duduk di kursi panas (www. Jurnalhukum.com, 01 Februari 1999). 
Hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang selama Orde Baru 
terlalu mebuka peluang bagi campur tangan pihak eksekutif kemudian di 
ubah di ganti. UU. No. 14 Tahun 1970 di ganti dengan UU No 35 Tahun 
1999 yang salah satu politik hukumnya adalah menyatuatapkan 
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kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dengan 
penyatuatapan ini, maka pembinaan hakim yang semula dipencar ke 
eksekutif ( dalam hal kepegawaian, administratif dan finansial)dan ke 
yudikatif atau Mahkamah Agung(dalam hal tehnisi yudisial) berdasarkan 
UU No. 35 Tahun 1999, di satukan ke semua di bawah Mahkamah Agung 
(Moh. Mahfud. MD, 2003:106). 
Di Indonesia sepanjang proses peradilan di era reformasi. 
Sebelumnya terdapat beberapa nama tersangka korupsi yang juga 
mendapatkan ''angin surga" kebebasan oleh berbagai keputusan institusi 
pengadilan di negeri ini. Banyak pengamat sosial menganggap 
terbebaskannya tersangka korupsi dari jerat hukuman disebabkan oleh 
gejala mafia peradilan dan lemahnya proses penegakan hukum di negeri 
ini. Mafia peradilan di negeri ini bahkan dianggap sebagai ''sekutu utama" 
berbagai praktik korupsi yang banyak dilakukan oleh berbagai pejabat 
publik dan birokrasi pemerintahan. Ada banyak faktor yang menyebabkan 
kuatnya tengara mafia peraditan di Indonesia, salah satunya adalah 
lemahnya kontrol politik masyarakat atas proses peradilan dan juga 
rendahnya political will pemerintah dalam melakukan asistensi potitik 
terhadap lembaga peradilan dengan motif transparansi-akuntabilitas dan 
pemihakan rasa keadilan public (Suara Merdeka, Kamis, 09 Maret 2006). 
Kini kondisi memprihatikan tersebut telah pula dirasakan oleh 
Presiden Megawati Soekarnoputri yang menyatakan kekecewaannya 
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terhadap penegakan dan kepastian hukum di Indonesia saat ini. Karena di 
satu pihak pemerintah telah berusaha memberantas korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN) dengan mengajukan pelakunya ke pengadilan, namun di 
pihak lain Mahkamah Agung (MA) justru memberikan kebebasan murni 
kepada para pelaku yang telah divonis bersalah oleh pengadilan 
(Kompas, 28 November 2002). 
Upaya penegakan hukum di negeri ini sesungguhnya tidak equivalen 
dengan wacana reformasi peradilan dan penguatan etika-filosofi keadilan 
dalam proses hukum dan peradilan. Banyak anggota masyarakat pencari 
keadilan yang sampai sekarang ini merasa dirugikan oleh langkah/ proses 
peradilan. Hukum dan keadilan bahkan dianggap oleh kalangan 
masyarakat lebih berpihak pada kepentingan modal dan kekuasaan. 
Hukum dan peradilan seolah lebih memihak nasib kelompok sosial yang 
kaya dibandingkan komunitas masyarakat miskin. Pengadilan harus keluar 
dari paradigma lama menyongsong paradigma baru sesuai dengan 
tuntutan publik di era reformasi, Pengadilan tidak dapat lagi berlindung di 
balik menara gading kemandirian dan kebebasan hakim” (Husnaini. A, 
2008). 
 
Refomasi Pradilan Dengan Di Bentuknya Lembaga Komisi Yudisial 
Di Indonesia, reformasi diawali dengan melakukan amandemen UUD 
1945. Dengan tujuan memberikan arah pembangunan hukum yang 
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mampu memberikan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat, 
sehingga terpenuhi hak konstitusionalnya. Hal ini berbanding lurus dengan 
era reformasi yang juga dimaknai sebagai masa penuh perubahan, dalam 
istilah lain juga sering dimaknai sebagai masa/demokrasi transisi. Pada 
masa transisi inilah, upaya perubahan konstitusi biasanya dilakukan 
(http://m-syarifudin.Blogspot.com, mei 2009) Menurut Jimly, pembaharuan 
hukum dapat dikelompokan menurut bidang-bidang: politik dan 
pemerintahan, ekonomi dan dunia usaha, kesejahteraan dan budaya, 
serta penataan sistem dan aparatur hukum.12 Namun, bidang-bidang 
yang menjadi target awal reformasi (Jimly Asshiddiqie, 2005:384). 
Refomasi hukum dapat dimulai  dengan UU HAM dan Pengadilan 
HAM, tetapi untuk itu banyak perubahan yang perlu diadakan, karena 
bagaimanapun juga hukum dan pengadilan (rechtspraak) merupak suatu 
sistem yang tidak hanya tergantung pada hakim saja,  melainkan terdiri 
dari  sekian banyak faktor dan pelaku seperti; polisi, jaksa, pengacara, juru 
sita, hakim, pejabat dan pegawai lembaga permasyarakatan, bahkan juga 
peraturan  hukum material dan hukum acara, bahkan kesadaran dan 
budaya hukum masyarakat, yang kini sudah mulai  berkembang, tetap 
baru sebatas agar hak dan keinginan dan kebutuhannya sendiri yang 
terpenuhi tanpa menghormati hak orang lain. 
Agar pengadilan dan penegakan HAM serta hukum itu akan berhasil, 
maka tidak hanya hakim yang harus diubah menjadi lebih profesional, 
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bersih, jujur, melainkan seluruh bagian dan karyawan kantor pengadilan 
yang perlu ditata kembali termasuk kepaniteraan, wewenang kepala 
panitera dan pelaksana tugas Penitera Pengganti dan juru sita 
Departemen  kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 
2000:185-186 
Peradilan merupakan upaya realisasi asas persamaan di depan 
hukum, ini berarti bahwa setiap orang dalam peradilan harus diperlakukan 
sama, setiap orang mempunyai kedudukan prosesual yang sama dan 
kesempatan yang sama untuk menang atau kalah dalam perkara. Untuk 
menegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan dibutuhkan 
badan atau lembaga hukum dan keadilan, yaitu badan peradilan atau 
yang dikenal dengan nama pengadilan. Jenis dan banyaknya macam 
peradilan dan lembaga peradilannya (pengadilan) tergantung pada sistem 
kekuasaan kehakiman (unity of jurisdiction), ataukah sistem “dual/multi 
jurisdiction” atau mungkin sistem kombinasi campuran. Dalam sebuah 
negara hukum (rule of law), dipersyaratkan bahwa kekusaan yang bebas 
(mandiri) dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan lain sehingga 
mampu mewujudkan proses peradilan yang jujur dan tidak memihak 
(Mukthie Fajar, Loc. It, Hlm. 120 
Pada awal reformasi  sangat di sadari bahwa salah satu institusi 
negara yang perlu pemebenahan menuju indonesia baru, yakni indonesia 
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yang bebas dari KKN, lebih demokratis, serta menghargai harkat dan 
martabat manusia adalah lembaga peradilan. 
Seminar hukum Nasional ke-7 bertema reformasi hukum menuju 
masyarakat madani’ yang diselnggarakan oleh badan pembinaan Hukum 
nasional, yang berlangsung di jakarta pada tanggal 12-15 Oktober 1999 
merekomendasikan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai 
berikut; Sirajuddin dan Zulkarnain, Op. Cit, Hlm. 69 
a. Perlu pikirkan agar hakim mempunyai kekebalan, yakni tidak dapat di 
gugat dalam hal memutus suatu perkara, kekebalan ini harus ada 
imbangannya, yakni tingkah laku para hakim. diluar negeri hakim dapat 
di-impeach. Apakah hal ini dapat berlaku di indonesia?bagaimana 
mekanismenya?siapa yang melakukannya? Hal ini  memerlukan 
pengkajian-pengkajian lebih lanjut. 
b. Tentang mekanisme kontrol terhadap kekuasaan kehakiman di masa 
datang, diusulkan adanya mekanisme kontrol internal dan eksternal. 
Kontrol internal dilaksanakan dengan adanya suatu kode  etik dan 
dewan kehormatan kehakiman. Sedangkan eksternal kontrol 
memerlukan adanya suatu dewan pengawas kinerja kekuasaan 
kehakiman  yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang kehakiman. 
Dewan ini yang memberikan saran-saran kepada ketua Mahkamah 
Agung untuk memperdayakan kekuasaan kehakiman. Disamping itu, 
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dewan ini juga dapat mengusulkan proses impeachment kepada para 
hakim. 
Reformasi hukum bertujuan untuk meningkatkan harkat dan 
martabat bangsa, memulihkan perekonomian bangsa, melindungi pihak-
pihak yang lemah, memperdayakan masyarakat untuk menegakan negara 
hukum yang demokratis, dan pelaksana negara yang patuh hukum (Amien 
Rais, 1998:45). 
Salah satu ciri negara hukum demokratis adalah terselenggaranya 
peradilan yang bebas dan mandiri (independent), dan tidak memihak 
(netral), persoalan yang mendasar dalam lingkup penegakan hukum  saat 
ini adalah lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap institusi 
peradilan. Hal ini dipengaruhi  oleh catatan-catatn perjalanan penegakan 
hukum yang dipandang masyarakat bersikap diskiriminatif dan kurang 
memahami rasa keadilan. Ditambah dengan tidak jelasnya penegakkan 
terhadap hakim-hakim yang menyalahgunakan wewenang untuk meraih 
keuntungan pribadi.  Karena itu, menjaga integritas dan prilaku hakim 
menjadi penting , agar lembaga ini tetap menjadi lembaga terpercaya. 
Kewibawaan lembaga kehakiman ditentukan oleh sebarapa besar 
integritas, independensi, dan keteguhan para hakim memegang moral 
serta janji yang telah diikrarkan (Titik Triwulan Tutik, 2007:69).  
Kemunculan Komisi Yudisial adalah akibat langsung dari amanat 
reformasi 1998 untuk menegakkan supremasi hukum dan agar para hakim 
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tidak dapat melakukan pelanggaran atas hukum. Sekaligus agar hakim 
tidak menjadi aparat penguasa, akan tetapi lebih mandiri dan independent 
di hadapan penguasa. Dalam konteks ini, hakim harus diseleksi secara 
ketat oleh institusi  tersendiri yang memiliki intigritas, kapasitas, kapabilitas 
dan akseptabilitas kepada publik dan hukum sekaligus sehingga tingkah 
laku aparat hukum (hakim) yang begitu tidak bagus bisa diretas dan 
dipotong, sehingga ciri lembaga peradilan sebagai payung hukum bagi 
semua masyarakat bisa tercipta kembali (Fajlurrahman jurdi, 2007:140). 
Gagasan pembentukan komisi-komisi pengawas ini merupakan 
jawaban atas ketidakefektifan sistem pengawasan internal (fungsional) 
yang telah di built in dalam aneka institusi penegak hukum. 
Ketidakefektifan pengawasa internal pada lembaga penegagk hukum tidak 
lepas dari berbagai faktor penyebab, antara lain, Kualitas dan intergritas 
pengawas yang tidak memadai,  proses pemeriksaan disiplin yang tidak 
transparan , bekum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan 
menyampaikan pengaduan dan memantau proses serta hasilnya 
(ketiadaan akses), masih menonjolnya semangat membela sesama korps 
yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak sebanding dengan 
perbuatannya dan tidak terdapat kehendak kuat dari pimpinan lembaga 
penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan 
(Fajlurrahman jurdi, 2007:141). 
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Di Dalam negara hukum pelaksanaan segala sesuatunya harus 
berdasrkan pada hukum. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak 
memperoleh legalitas hukum dipandang sebagai tindakan yang tidak 
dapat dibenarkan menurut hukum. Akan tetapi yang menyadi pertanyaan 
adalah hukum yang akan ditaati dan dilaksanakan serta akan menjadi 
dasar segala sesuatu  tindakan perbuatan dalam suatu negara. Sebab di 
negara-negara yang absolut pun hukum selalu menjadi dasar atau 
pedoman bagi perbuatan/tindakan yang akan  dilakukan, baik bagi 
penguasa maupun bagi rakyatnya. Hukum yang akan ditegakkan dalam 
negara hukum adalah hukum yang benar-benar adil, hukum yang tumbuh 
secara demokratis, serta hukum yang bersumberkan pada kedaulatan 
rakyat melalui cara-cara demokratis, yaitu hukum yang dibuat dan tumbuh 
serta pelaksanaanya berada di bawah kontrol dan menurut  tata cara yang 
konstitusional (Sirajuddin dan Zulkarnain, 2006:21). 
Menurut Moh. Mahfud. MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi 
sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, Pertama, hampir semua 
negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas 
fundamental, Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara 
esensial telah meberikan arah bagi peranan masyarakat untuk 
menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya (Titik Triwulan 
Tutik, 2007:43). 
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Perwujudan reformasi hukum ini dapat dilakukan melalui berbagai 
upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-
undangan dan pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga 
peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, keberhasilan 
melaksanakan reformasi hukum tentunya juga harus ditunjang oleh 
kemauan politik, sikap jujur dan transparan dari pemerintahan. 
Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik 
yang melahirkannya. Karakter produk hukum sangat ditentukan oleh visi 
politik yang berkembang dimasyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, 
semakin responsif dan aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan 
sebaliknya. Karena itu setiap produk hukum yang berkarakter 
responsif/populistik akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan 
bernegara menjadi lebih demokratis. 
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